SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MAJENE,

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
8/PMK.07/2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana
Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu
diatur penetapkan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan ditetapkan dengan
peraturan BupatiTahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan Tahun Anggaran
2020;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1059 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomo 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5539);

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tetang Pembentukan
Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4422);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tetang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
(Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6410);

Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6410);

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoneia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 220);

Peraturan Menteri Dalam Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembentukan sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia 139);



Menetapkan :

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020
tentang tata cara Penyaluran Dana Alokasi Umum
Tambahan Tahun anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PENETAPAN DANA
ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4

Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten
Majene.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat
DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi
Kelurahan di Kabupaten untuk kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan.

7. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU
merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada
pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN,
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan digunakan
untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak
langsung meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan
Pengembangan Masyarakat di Kelurahan digunakan untuk
peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat
dikelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber
daya sendiri.

BAB II
PENGELOLAAN DAU TAMBAHAN

Pasal 2

Mekanisme  Pengalokasian @ DAU  Tambahan  bantuan
Pendanaan kelurahan setiap kelurahan Tahun Anggaran 2020
dilakukan dengan cara dibagikan keseluruh kelurahan secara
merata,sesuai dengan kebijakan dan Prioritas Daerah.



Pasal 3

Pengalokasian DAU Tambahan sebagaimana dimaksud Dalam
Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

DAU
NO URAIAN TAMBAHAN
(1) (2) (3)
I KECAMATAN BANGGAE
1 | Kelurahan Banggae Rp 381.819.000
2 | Kelurahan Pangali-ali Rp 381.819.000
3 | Kelurahan Baru Rp 381.819.000
4 | Kelurahan Totoli Rp 381.819.000
5 | Kelurahan Rangas Rp 381.819.000
6 | Kelurahan Galung Rp 381.819.000
II KECAMATAN BANGGAE TIMUR
1 | Kelurahan Labuang Rp 381.819.000
2 | Kelurahan Labuang Utara Rp 381.819.000
4 | Kelurahan Lembang Rp 381.819.000
3 | Kelurahan Baurung Rp 381.819.000
5 | Kelurahan Tande Rp 381.819.000
6 | Kelurahan Tande Timur Rp 381.819.000
7 | Kelurahan Baruga Rp 381.819.000
8 | Kelurahan Baruga Dhua Rp 381.819.000
III | KECAMATAN PAMBOANG
1 | Kelurahan Sirindu Rp 381.819.000
Kelurahan Lalampanua Rp 381.819.000
IV | KECAMATAN SENDANA
1 | Kelurahan Mosso Rp 381.819.000
Kelurahan Mosso Dhua Rp 381.819.000
V | KECAMATAN MALUNDA
1 | Kelurahan Malunda Rp 381.819.000
Kelurahan Lamungan Batu Rp 381.819.000
JUMLAH Rp 7.636.380.000

Pasal 4

(1) Penyaluran DAU Tambahan bantuan Pendanaan kelurahan
dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke
RKUD Kabupaten/kota.

(2) Pemindahbukuan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan
kelurahan sebagaimna dimaksud pada ayat (1) dicatat
dengan menggunakan akun DAU dengan keluaran kegiatan
penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.

(3) Penyaluran DAU Tambahan bantuan Pendanaan Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
bertahap, dengan ketentuan:



a. Tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat
bulan Juni 2020; dan

b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat
bulan September 2020.

(4) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
sebagaiman dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan masing-
masing tahap sebesar 50% (lima puluh Perseratus) dari
alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 31 Maret 2020

BUPATI MAJENE,
CAP/TTD
H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,
CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

FAUZAN, SH,
Pangkat : Pembina
NIP : 19771015 200502 2 007







